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Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2023 

 
WALI KOTA SALATIGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 13 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG 
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SALATIGA, 

 
Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian di daerah diarahkan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam bingkai demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. bahwa untuk meningkatkan penataan dan pembinaan 

terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota 
Salatiga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme 

penataan dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan 
toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan 

peninjauan; 
c. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan 

masyarakat dan regulasi, maka Peraturan Daerah Kota 

Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu 

disesuaikan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

 
 

 
 

 

SALINAN 

https://jdih.salatiga.go.id/


jdih.salatiga.go.id 

- 2 -  
 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2023 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2           

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023      
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA 
dan 

WALI KOTA SALATIGA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG 
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN 
TOKO SWALAYAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3             
Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Salatiga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 

4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau 
beberapa bangunan yang didirikan baik secara vertikal maupun 

horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau 
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 

5. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 
Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang 

berbentuk Perkulakan. 
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6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 

penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung 
kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri. 

7. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 

bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara 
pelayanan mandiri. 

8. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 

bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang 
didalamnya terdiri atas Toko Swalayan dan Toko serba ada, yang 
menyatu dalam suatu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara 

tunggal. 
9. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 

penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang 
dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis 

kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. 
10. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 

pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai 

pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada 
subdistributor dan atau pedagang eceran. 

11. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengaturan lokasi pendirian, 

batasan luas lantai, sistem penjualan, dan waktu operasional Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta pola Kemitraan dengan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat terwujud iklim 

usaha perdagangan yang sehat, saling memerlukan, saling memperkuat 
dan saling menguntungkan. 

12. Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan dan 

pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam 
melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 
Koperasi. 

13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu. 

14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan 
untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 

15. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, 
dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Tako, kios, los, dan 

tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, 
swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli 

Barang melalui tawarmenawar. 
16. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke 

Tako Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama 
usaha. 

17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M 

adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi Rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
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19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-

M dengan usaha besar. 
20. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja 

sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan 
dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang 

diperdagangkan dalam Toko Swalayan. 
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. 

22. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 
badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam 

rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil 
dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain 

berdasarkan perjanjian waralaba. 
23. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga. 

24. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RDTRW, 
adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga. 

25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur 
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk 

setiap zona peruntukan sesuai dengan RDTRW. 
26. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata 

tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 
27. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

28. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-
rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

29. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 

kecepatan rata-rata rendah. 
30. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan 

dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan 
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-

pusat kegiatan. 
31. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan 

jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 

 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada 

RTRW dan/atau RDTR. 
(2) Penentuan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan 

Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan: 
a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk 
b. potensi ekonomi 

c. aksesibilitas wilayah 
d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; 

e. perkembangan pemukiman baru; 
f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau 
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g. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan 

usaha toko eceran tradisional di sekitarnya. 
(3) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Wali Kota. 
 

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A 
sebagai berikut 

 
Pasal 9A 

(1) Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan: 

a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar 
Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah 

setempat; 
b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara 

jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan; 

c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar 
Rakyat atau Toko eceran tradisonal; dan 

d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Tako 
Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB III 

PERIZINAN 
 

Pasal 13 

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, wajib 
memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan.  
 

5. Pasal 14 dihapus.  
6. Pasal 15 dihapus. 
7. Pasal 16 dihapus. 

8. Pasal 17 dihapus. 
9. Pasal 18 dihapus. 

10. Pasal 19 dihapus. 
 

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 22 

Ketentuan waktu operasional Hypermarket, Departement Store, Supermarket, 
dan Minimarket diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 25 
(1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ 

atau waralaba. 
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(2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. kerja sama pemasaran; 

b. penyediaan lokasi usaha; dan/ atau 
c. penyediaan pasokan. 

(3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-

M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, 
merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan nilai jual barang. 

(4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat 

Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang 
disepakati. 

(5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau 
menawarkan: 
a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan 

dengan harga jual a tau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha 
mikro dan usaha kecil; dan/atau 

b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan 
proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam 

negeri dengan merek dalam negeri. 
(6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada 

di lokasi yang mudah diakses pengunjung. 

(7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk 
usaha mikro dan usaha kecil dan/ atau pemasaran produk dalam negeri 

dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. 
(9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai 
waralaba. 

 
13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 26 
Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko 

Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi 
berupa: 

a. pelatihan; 
b. konsultasi; 
c. pasokan Barang; 

d. permodalan; dan/atau 
e. bentuk bantuan lainnya. 

 
14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 27 

(1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan 

barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M. 
(2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mengutamakan produksi dalam negeri. 
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15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 28 

(1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus 
memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai: 

a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung 
dengan penjualan barang; 

b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya 
Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga reguler. 

c. Pemasok dan Tako Swalayan bersama-sama membuat perencanaan 
promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk 

jangka waktu yang telah disepakati; 
d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan 

kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri 
sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) 
yang disepakati kedua belah pihak;  

e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan 
ketepatan waktu pasokan; 

f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi 
pembayaran tepat pada waktunya; 

g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak; 

h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan 

kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah 
dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target 

yang telah ditetapkan bersama; dan 
i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 

(tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan 
stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (stock 
keeping unit) Pemasok. 

(2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 29 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam 
pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa 
ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak. 

 
17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 32 

Dalam penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, 
Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:  
a. memperoleh jaminan kepastian usaha;  

b. memperoleh pelayanan penerbitan perizinan berusaha;  
c. memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan usaha; 

d. memperoleh pembinaan dalam menjalin kemitraan usaha dengan UMKM 
dan Koperasi; dan 

e. memperoleh pemberlakuan/pemberian insentif dan disinsentif. 
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18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 33 
Dalam penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, 

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:  
a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;  

b. menaati ketentuan dalam perizinan berusaha;  
c. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dalam jumlah dan 

jenis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

d. menyediakan atau menawarkan ruang usaha yang proporsional dan 
strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri;  

e. mematuhi ketentuan pembatasan jumlah pemasaran barang merek 
sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;  
g. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;  
h. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan 

tempat usaha; 
i. menyediakan dan mengatur pengelolaan sarana perparkiran, sarana 

kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, 
sarana penanganan bencana, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan 

konsumen; 
j. menaati perjanjian kerja sesuai ketentuan dibidang ketenagakerjaan; 
k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah 

kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; 
l. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan mudah 

dilihat;  
m. mematuhi ketentuan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen; 

dan 
n. melaporkan perkembangan usaha dan kemitraan usaha dengan UMKM 

dan Koperasi ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
 

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 35 
Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu harus melakukan 
pengawasan dan pelaporan perizinan berusaha yang transparan, 

terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
20. Pasal 36 dihapus. 

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 37 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Wali Kota. 
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22. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIIA 

sehingga Bab VIIIA berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB VIIIA 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

 
Pasal 37A 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan. 
  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha;dan  
b. menyampaikan pengaduan masyarakat dengan cara: 

1. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau  
2. tidak langsung yang disampaikan secara:  

a) tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau  
b) elektronik melalui sistem online single submission atau 

saluran pengaduan yang disediakan. 

 
23. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 38 

(1) Pembinaan tehadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:  
a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap 

pelayanan penerbitan perizinan berusaha; 

b. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam 
membina UMKM dan Koperasi;  

c. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dengan 
Koperasi dan UMKM;  

d. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk 
mengembangkan pemasaran barang produksi Koperasi dan UMKM; 

e. mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan dengan UMKM dan Koperasi; 
f. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, pengembangan, 

bimbingan dan asistensi, serta pendidikan dan pelatihan; dan 
g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penataan 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan. 

 
24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 40 

Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah 
memperoleh perizinan berusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini 
wajib mengajukan perizinan berusaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

diberlakukannya Peraturan Daerah ini.  
 

25. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 43 
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 

Ditetapkan di Kota Salatiga 
pada tanggal 6 Desember 2023 

Pj. WALI KOTA SALATIGA, 

ttd 

SINOENG N. RACHMADI 

Diundangkan di Kota Salatiga 
pada tanggal 6 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SALATIGA, 

ttd 

WURI PUJIASTUTI 

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 13 

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: 
(19-286/2023) 

Salinan Produk Hukum Daerah 
Sesuai Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, 

ANDRIANI, S.H. 
Pembina Tk.I 
NIP. 19700430 199703 2 003 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 13 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG 

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
 

I. UMUM 

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan 
perwujudan hak masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan yang 

perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna 
meningkatkan perekonomian daerah. Dengan pesatnya perkembangan 

usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha 
perdagangan eceran modern dalam skala besar, telah diatur Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang memuat materi pengaturan penataan 
dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar terwujud sinergi 

dengan UMKM, Koperasi dan Pasar rakyat. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan 
pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan 

Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terdapat beberapa 
materi pengaturan yang harus disesuaikan oleh Pemerintah Daerah. Atas 

dasar tersebut, maka Pemerintah Daerah harus mengubah materi muatan 
pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 
Cukup jelas. 

 
Pasal II 

Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 
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